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DENGAN RAHMAT TU― YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan PasaL 4 Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator I0nerja Utama di lingkungan Instansi Pemerirrtah,
perlu di susun Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka
Pengulmran dan Peningkatan Kinerja serta Akuntabilitas
Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Langkat dengan memperhatikan skala
prioritas dan kewenangan daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

Mengingat : 1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Langkat tentang Indikator lCnerja Utama, dilingkurf$n
Pemerintah Daerah l(abupaten Langkat Tahun 2OI8 -20 I 9 ; tZl-

q
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tenta$g
Pembentukan Daerah Otonomi Ikbupaten dalam Lingkunghn
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);

2. Undang-Undang Republik hrdonesia Nomor 25 Tahun 2OO4
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara RI Tahun 2OO4 Nomor 104 Tahun 2OO4
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421;

b.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun '2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Irlomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan I<edua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun I9B2 tentang
Pemindahan ibu Kota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah
Kodya Dati iI Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten
Dati II Langkat (Lembaran Negara Ri Tahun 1982 Nomor 9);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten
Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran
Negara RI Tahun 1986 Nomor II, Tambahan Lembaral Negara
RI Nomor 3322;

6. Peraturan Pernerintah Nomor 8 'lahun 2008 tentang Tahapan,
lata Cara Penyusunal Evalu.asi dan Pengendalian
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2008 Nomor 21,'lambahan Lembaran Negara
RI Nomor 481'/ ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang
Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian

,. i:[iffi1tr#,??:#"lt?31i.",, Apararur Negara Rr Nornor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Ifinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukkan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat
(Lembaran Daerah Tahun 2076 Nomor 1 Tambahan Lembargn
Darah Nomor 29); 

I
I

t

MEMUTUST(AN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG iNDIKATOR IfiNERJA UTAI\4A
DI LINGI(UNGAN PEMERINTAH DABRA}I TAHUN 2018-2OL9

BAB I

KETENTUAN UMUM

3.

4.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten l,angkat.
2. Pemerintah Daerah adalatr Bupati dan sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang
menjadi kewenangan daerah otonomi.

3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adaiah Unsur Pembantu Bupati dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga
Teknis Daerah dan Lembaga Lain.

5. Unit Organisasi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Langkat.

6. Indikator adalah ukuran yang digunakan dalam rangka mengevaluasi dan
mengukur tingkat capaian pelaksanaan kegiatan yang bersifat spesifik dan
terulrur (normatif dan kwantatif) sesuai dengan prograrri yang ditetapkan
dalam setiap tingkatan orgarrisasi Perangkat Daerah.

7. Kinerja. ada-lah upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan
berdasarkan kegiatan yang diiaksanakan sesuai dengan prograrn yang
ditetapkan sebagai jabaran dari visi dan misi Satuan l{erja Perangkat Daerah
(sr{PD);

8. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen untuk membandingkan
tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan
menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.

9. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan
perkembangan kinerja atas pelaksanaan kegiatan atau program dengan
menggunakan informasi, yaitu hasil pengukuran kinerja dan identifikasi,
analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau al<an timbui untuk
dapat diambil tindakan sedini nrungkin.

10. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan clalam jangka
waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

11. Sasaran strategis adalah hasit yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi
Pemerintah dalam ntmusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun wakle
yang lebih pendek dari tujuan. \1,

12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatJfl
yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yand
dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah 'untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau selumhnya ciari
APBN dan atau APBD.

13. Kegiatan adaiah bagian dari program )rang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa Satuan Kerja seba.gai bagian dari pencapaian sasaran terukur pad.a
suatu program, berupa tindakan pengerahan sumber daya antara lain:
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Sumber Daya Manusia, Barang Modal termasuk Peralatan dan Teknologi,
atau kombinasi dari beberapa atau senrua jenis sumber daya tersebut.

14. indilcator Kinerja Utama (key Performance indicator) adalah ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis/organisasi Instansi
Pemerintah, yang selanjutnya disebut dengan IKU.

15.Instansi Pemerintah a.dalah sebutan kolektif dari unit organisasi
pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, meliputi kementrian KoordinatorlKementrian
negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah
Propinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten serta Lembaga-lembaga
yang menjalankan fugas dan fungsi pemerintahan dengan menggunakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGI(UP

Pasa-l 2

Penetapan IKU dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlal<ukan
menyelenggarakan manaj e m en kinerj a se cara b aik.

b. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapian suatu tr"rjuan dan
strategis Organisasi yaitu Perangkat Daerah yang digunakan
p erbaikan kinerj a dan p e ningkatan Akuntab ilitas Kinerj a.

dalam

Sasaran
untuk

BAB IH

PEMILIHAN,PENGEMBANGAN DAN
PENETAPAN INDIKATOR KINER」 A UTAMA

Pasal 3

Bupati wajib menetapkan Indikator Ifinerja Utama untuk Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja Utama harus selaras antar tingkatan Unit organisasi.

Indikator Kinerja Utama pada organisasi setingkat Eselon II / Perangkat
Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator Kinerja keluaran (output).

ヽ
凡
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Pasal 4

Pemiiihan dan Penetapan IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus
mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikrrt :

er. Dokumen rencana pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah
(RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan atau
Dokumen Strategis Lainnya yang relevan.

b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi serta peran lainnya yang ditetapkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.
d. Kebutuhan data statistik pemerintah.
e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

Pasal 5

Pemilihan dan Penetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Perangkat
Daerah melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) dari Peralgkat Daerah
yang bersanglmtan.

Pasal 6

Pernilihan dan Penetapan IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus
mernenuhi karasteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna
pen.gukuran kinerja Perangkat Daerah yang bersangkutan, yaitu meliputi
unsur:

Spesifrk;
Dapat dicapai;
Relevan;
Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diuukur;
Dapat dilruantifikasi dan diukur;

Pasal 7

(1) Pengembangan dan penetapan Indikator Kinerja Utama wajib menggunakan
prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi
guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.
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(2) Dalam hal Indikator Kinerja Utama ini menimbulkan dampak negatif
terhad.ap kinerja organisasi secara keselurr:hal, pimpinan unit organisasi
melaporkan kepada Unit Organisasi diatasnya
pengembangannya lebihg lanjut untuk perbaikan.

agar ditentukan

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengemberngan dan penetapan Indikator
Kinerja Utama Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintatr Daerah
ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan
berpedoman l<epada Perat-uran Bupati ini.

BAB IV

PENGGUNAAN INDIKATOR KINER」 A UTAMA

Pasa1 8

1KU dilingkungan Pclrne五 ntah Daerah adalah digunakan untuk:

Perencanaan jangka menengah;
Perencanaan tahuan;
Pen5rusunan dokumen penetapan kinerja;
Pen5rusunan dan Pelaporan LAKIP (Laporan Akuntabilitas.Kinerj a Instansi
Pemerintah) SKPD;
Evaluasi kinerja Instansi Pemerintah;
Pemantaua4 dan pengendalian kinerja dalam rangka pelaksanaan program
ser ta kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkar.

Pasal 9

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan
harus dinyatakan dengan IKU.
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Pasal 10

(1) Perangkat Daerah melaksanakan Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan
memperhatikan capaian Indikator Kinerja Utama untuk melengkapl informlsi
yang dihasilkan d4* pengukuran kinerja dan digunakan u..t rt" perbaikan
kinerja dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja perangkat Daerah.

(2) Analisis dan evahrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diiakukan secara
berkala dan sederhana dengan meneliti fak6-f'akd y;; ada baik berupa
kendala, hambatan maupun informasi lainnya yang dianggap relevan.





Lampiran: PERATURAN BUPATI LANGKAT
Nomor  :  s Tがれυい鑢

't｀Tanggal :  から ´3-ap(∂

INDIICATOR KINERIA UTAMA〔 IKU〕
PEMERINTAH KABUPATEN IJANGKAT

SASARAN RP,MD

PEROBAHAN
INDIKATOR KINER,A

RP,MD PEROBAHAN
SATUAN

KINER,A

PR10DE REVISI

〔2016〕

TARCET KINERIA SASA時 Nヽ
TARCET
KINER;A

PADA
AKHIR
RPIMD

2018 2019

1 3 4 5 7 8

OTONOMlDAERAH,PEMERINTAHAN UMUM.ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGICAT DAERAH,KEPECAWAIAl・ l DAN PERSANDIAN

FOKUS KESEIAHTERAAN MASYARAKAT DAN PEMERATAAN EKONOMI
Laiu Pertumbuhan PDRB (ADI{ Konstan) 6,50 6,55 7 7

PDRB per lhpita (ADll Konstan) (Rp) 8785.535,39 8.789660 8.326_782 8781410 8781.410

Persentase PENDUDUK卜 41SKIN Persentase

lndeks Pembansunan Manusia fIPMl Persentase 74,45 75,21 75,65 75,65

Tinskat Penganssuran Terbuka Perse ntas e ４
′
５

一

Tidak adanya konflik intern dan antar ummat beragama Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

PEMERINTAHAN UMUM

Meningkatnya kapasitas,
kualitas kelembagaan dan
SDM aparatur pemerintah
daerah

Persentase SKPD yang
melaksanakan survey
indeks kepuasan
maswarakat fIKMI

Persentase
0

Durasi waktu
oenvelesaian oeriiinan

3s/d14 3s/d14 3s/d14 3s/d14
3s/d14

Percepatan durasi
penyelesaian pelayanarr
adminisb'asi
kepegawaian yang
transparan, cepat dan
akurrtabel

Hari 3-13 hari 3-13 1lari 3-10 hari 3-7 hari 3-7 hari

Meningkatnya transparansi
dan akuntabilitas
penyelenggaraan
pemerintahan daerah

Skala ハヽ/DP へヽ/DP ハヽ/TP WTP へヽ′TP
Nilai LPPD Pringkat 11

圏 魁『
劇五κP B B B

Skala diterima diterima diterima diterinra diterirna

|:酬“
kehadlm Persentase 99.98 99.98 99.99

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Nleningkatnya kualitas
pendidikan dan aksesibilitas
pendidikan

Nilal 1720 1725 1730 1735 1735
lama sekolah tahun 7.00 7.05 709 714 714

Angka Rata-rata Lama Tahun 9.15 9.17 9.19 920 920

Penduduk yang berusia
>15 tahun melek huruf
ftidak buta aksaral

%
98.29 9893 9895 9897 9897

Angka Putus Sekolah % 1.21 1.10 109 1.08

Nilai rata rata Uiia:1

semester〔 UN〕 :

SD/MTS: Nilai

75.66 7570 7574 7578 7578

55.72 7754 7763 7772

Tkt kelulusan UN SD %

kelulusan UN %
100 100

Tingkat kelulusan UN
SMA Sederaiat

%
100 100

APK PAUD % 90.30 90.32 90_35 9040
Meningkanya Budaya baca Persentase Pengunjung

Layanan baca yang
meminiam buku

Persentase 50410/O 55.460/0 5867% 6250% 6250%

2017

Ooini BPK

PENDIDIKAN

Ｔｉｒ

ＳＭ



dengan RKPD

Jumlah program RKPD yan9

diakomodirdalam RKA SKPD

Persentase 100% 100% 100% 100% 100%

Prosentase kesesuaian

antara RKPD dengan APBD

Persentase 100% 100% 100% 100°/1 100%

Pelaksanaan E -

Perencanaan

Skala Belum Belum 8elum Sudah

JNGAN
Penyediaan dan optimalisasi

sistem angkutan umum massal

yang berkualitas dan ramah

lingkungan

Raslo angkutan un〕 um per

looo penduduk

143 unlt 580 unt 875 unit 875 unt 875 unt 1 000 unit

Load faclor kendaraan umum lndek 70 Unit 100 unt 1 10 unit 120 unit 1 50 unit

Persentase angkutan umum
yang melakukan KIR

7,008 unit 7,335 unit 8,000 unit 3,150 unit unit

LINGKUNGAN HIDUP

I erl(endalrnya dampal(
pembangunan terhadap

lingkungan

lrrdeki Pencemaran Air
Sunoai

indeks 3 3

lndeks Pencemaran Udara lndeks 5

Perusahaan memenuhr

ambang batas limbah cair

indeks 11

Perusahaan memenuhi

ambang babs limbah padat
lndeks

Perusahaan memenuhi

ambang batas limbah gas

indeks

Teruujudnya kawasan peft otaan

bersih, hijau dan ramah

lingkungan

Cakupan pelayanan

persampahan perkotaan Kecamatan

Cakupan pelayanan air

limbah
indeks

Penurunan emisi Gas Rumah

Kaca
lndeks

lndeks Kua‖ tas Air

permukaan lndeks 3 3

Ruang Toわ uka Hりau(RTH)

●erkotaan
IUDUKAN DAN CATATAN SiPIL

Meningkatnya pelayanan

kependudukan dan catatan sipil

Persentase penduduk yang

telah ber KTP

Persentase

Persenlase anak yang

meme‖ ki akte kelahiran

Persentase

KELUARAGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
Meningkatnya kualitas dan
jangkauan layanan keluarga

PeEentase akseptor
Keluaroa Berencana

Persentase 7264% 95.12% 9631% 9717% 100%

berencana dan terkendalinya
jumlah penduduk

PeBentase PUSyang
ledayani kontrasepsi

Persentase 6838% 67.03% 6950% 69,76% 6976%

Persentase pemakaian

kontrasepsi (conhaceptive
prevalence rate /CPR)

Persentase 6838% 6703% 6815% 6853% 6913%

Persentase l/tenirgkahya
penggunaan MK'P

PeGentase 24970/。 2485% 2493% 2505% 2595%

Tingkat capaian rata-rata
jumlah anak yang dilahirkan
oleh seorang ibu pada masa
usia subur fiFRl

Persentase 276% 256% 256% 251% 251%

Meningkatkan perlindungan

perempuan dan anak
Penentase penyelesaian

kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak.

Persentass 1390% 90% 90% 90% 90%

Persentase permasalahan

KDRT yang diselesaikan
Persentase 7770% 90% 90% 90% 90%

indeks pembangunan gender

CPC)
Skala 8923 8966 9047 9128 91 28

ln0eks Pembefuayaan

Gender (Gender
Emoowerment Measummcntl

Skala 5759 5814 5942 6060 6181

Meningkatnya periin(

kesejahteraan sosial
Jumlah Penduduk yang

memperoleh program

Bantuan Sosial KKS

Keluarga 62,262 47,590 54,926 62,262

Jumlah Penduduk yang
memperoleh program

Bantuan Sosial KIP

」iwa 76,608

can



Jumlah Penduduk yang

memperoleh program

Bantuan Sosial KIS

」lwa 441,103 441,103 441,103 496103 441,103

Jumlah Penduduk yang
memperoleh program

Bantuan Sosial Rastra

」iwa 441,103 441,103 441,103

Jumlah Penduduk yang

memperoleh prograrl

Bantuan Sosial PKH

」iwa 19,120 20,000 30,000

PEMUKIMAN
I em/ujudnya rnrasruxrur
sanitasi dan air bersih yang

berkualitas dan merata

PemDangunan Sumur
bor/sarana air bersih/ Jumlah

Rumah tangga yang

memanfaatkan.

Unl Rumah 000 10 uniυ  l

RT

PembangunarV penataan

Pasar Pekan/Desa

Unit pasar 1 2 2 5

Persentase rumah layak huni

Bedah rumah atap, dinding

dan lantai

Unit rumah

Pembangunan drainase
daerah permukiman

Derdesaan

M' 000 1,175 10,893 13,000

KOPERASlDAN UKM
Meningkabya usaha Mikro Koc‖

dan Menengah(UMKM)
Jumlah Koperasl 659+10=

669
い
６７

も/9■ 10=
689

Jumlah Koperasi Aktif unit 264 264+10=
274

274■ 10=
284

284■ 10=
294

Jumlah Usaha Kecil Yang di

Bina

org/klp 5,256 5256■215=
5471

5471+250
=5721

5721+285=
6006

6,006

PERINDUSTRIAN

Menlngkalnya usana Mlkro ltec‖

dan Menengah(UMKM)
Meningkatnya Jumlah
kelompok industi kreatjf dan
kemiiann rakvai

kELOMPOK 4 6 8

Wirausaha baru ORANG
Tenrvujudnya pertumbuhan

ekonomi yang berkualitas
Tingkat perfumbuhan

ekonomi
% 5,10

Tingkat inflasi % 3,50 3,30

Tingkat stab‖kas harga

komodlas oanoan
% 5,25

KETAHANAN PANGAN

Meningkahya rab-rah
pendapatan masyarakat

PeEentase pemenuhan
pangan beras di dalam

daerah

Ton 130,162 133,156 136,218 139,351 139,351



KESEHATAN
Meningkatkan
aksesibilitas dan kualltas
pelayanan kesehatarr
masyarakat bagl warga
miskin

Persentase penduduk
miskin yang terlayani
dilayranan kesehatan:
a. Cakupan rawatjalan
Pasien GAKIN
b. Cakupan rawat INAP
Pasien GAKIN

% 100% 1000/0 100% 10000 100%
% 100% 00/1 100% 100,6 100%

Cakupan pelayanan nifas % 880/0 930/O 940/0 95% 95%
Angka Kematian ibu

cAKI〕 per 100.000 KH

〔Kelahiran Hidup〕
angka 6431 5000 4500

Cakupan Pelayanan
Kesehatan Bavi

0/0 94% 950/0 95% 95% 95%
Angka Kematian Bayi

(AKB〕 per 1000 KH(
Kelahiran hidunl

angka 11,7 22,5 22,00 21,00 21,00

Meningkatkan kualttas
sarana, prasarana, serta
tata kelola layanan
kesehatan

Usia Harapan Hidup angka 67,63 67,63 67,64 67,65 67,66

Persentase Penduduk
yang memilikilKN/BPIS % 80% 80% 85% 90% 900/o

Meningkatkan kesempatan
kerja

Tingkat pengangguran
terbuka

% 36,444 34′ 622 32,891 31,247 29,685

Lapangan pekeriaan baru 822 1150 1200 1200
Persentase pencari kerja
terserap pada pasar keria
formal

% FDO,75 63′25 66,45 70,15

OLAH RACA
Meningkatnya pelostarian seni
budaya serta Prestasi
Kepemudaan dan Olahraga
ditingkat local , nasional serta
internasional

Prestasi cabang olah raga
tinokat orooinsi

Target juara

Prestasi cabang calah raga
tnokat nasional

Targetjuara

Prestasi cabang olahraga
tingkat lnternasional

Target Juara 2
9

Jumlah lembaga kepemudaan
yang dibina.

Lembaga

コ堕い f面 budaya egiatan 4
PELAYANAN

Mentngkattan cakupan
pelayanan gizi ibu dan anak

Cakupan balita gizi buruk
mendapat perawatan % 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase Puskesmas yang
terakreditasi Pusk 1 6

Persentase Rumah sakl yang

ter Akredttasi
% 90% 100% 100% 100% 100%

Persentase RS, KIinik yang
melaksanakan Standar
Pelayanan

%
0% 100% 100% 100% 100%

Meningkatkan kualitas sarana,
prasarana. serta tata kelola
layanan kesehatan

indeks Kepuasan Pelayanan

Keschalan bagi Penduduk

Miまh
100% 100% 100% 100%

Layanan dan Kesiapsiagaan

Dokttr」 aga24jam d
Puskesmas

% 100% 100% 100% 100% 100%

Usia Harapan Hidup angka 67,63 67,63 67,64 67,65 67,66
Persentase Penduduk yang

mem‖ iki」 KNノBPJS % 80・/O 80% 85% 90% 90%

PEKER」 AAN UMUM
277 Unit 5% 0% 95% 1000/O

Menrngkahya jaringan ialan,
.iembatan dalam rangka
pemenuhan infrastrukfu r dasar

ranlang ia an calam КOndlsI
balk Km

atan dalam kOndisi baik

Persenlase saluran ingasi

dalam kondlsi baik %

Menrngkau(an sinkronisasi dan
integrasi rencana rinci dan
rencana induk sektoral dengan
rencana tata ruang wilayah
(RTRW

Persentase rencana lnduk
sektoral dan rencana rinci
yang disusun dan telah
tersinkronisasi dengan
Rencana Taf,i Ruano Wilavah

Kecamatan
8

PEMBANGUNAN
ProSentase kesesuaian
antara muatan RPJM0

Persentase 100% 100% 100% 100% 100%




